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1. Form permohonan informasi publik

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Saiful Umam S.St.Pi, M.M.

2. Form rekap permohonan informasi publik

NIP. 198209202005021001

Nama SOP : Permohonan Informasi Publik (Luring)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1. PC/Laptop

1.

2.

3.

4.

5.  

Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA

Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

Memiliki kemampuan komunikasi publik

Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

3. ATK

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi publik yang disampaikan tidak akurat

Peringatan

2. Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi NegaraDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Pelaksana PPID Sekretariat PPID Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima, memverifikasi dan memproses 

data permohonan Informasi untuk 

ditindaklanjuti,

a. Form permohonan 

informasi; dan

b. identitas pemohon

15 menit Berkas 

permohonan

Dalam hal data pemohon belum 

lengkap, maka meminta pemohon 

untuk melengkapi data kembali.

Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis 

informasi yang dimohon, apabila jenis 

informasi yang dimohon merupakan 

informasi yang dikuasai maka pelaksana 

PPID dapat secara langsung memberikan 

informasi tersebut kepada pemohon, dan 

jika informasi yang dimohon tidak dikuasai 

maka akan di proses lebih lanjut.

Berkas permohonan 60 menit a. Lembar 

identifikasi;

b. Berkas 

permohonan; dan

c. Nota Dinas.

Kategori informasi yang dimohon 

meliputi: 

a. Daftar Informasi Publik (DIP); dan

b. Daftar Informasi yang 

dikecualikan (DIK).

Dalam hal informasi yang dimohon 

merupakan informasi yang dikuasai 

maka pelaksana PPID dapat secara 

langsung memberikan informasi 

tersebut kepada pemohon.

3. Mengumpulkan dan menyiapkan 

data/bahan yang dibutuhkan. 

a. Lembar identifikasi;

b. Berkas permohonan; 

dan

c. Nota Dinas.

17 hari Data tanggapan 

informasi

Dalam hal proses pengumpulan 

data/bahan yang dibutuhkan, 

didasari atas Nota Dinas yang 

disampaikan oleh pelaksana PPID.

4. Menyusun jawaban dan menyampaikan 

kepada pemohon atas informasi yang 

dibutuhkan.

Data tanggapan 

informasi

60 menit Informasi publik

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

Selesai
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